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ABSTRAK

Hukum positif Indonesia mengatur bahwasanya pemimpin diberhentikan
dari jabatannya karena terkena kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan,
melanggar larangan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pemakzulan dalam
Islam dapat disinonimkan dengan “al-khalla” yang berarti mencopot, mencabut,
memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Istilah “al-khalla” ini erat kaitannya
dengan pelanggaran. Namun dalam Hukum Positif lebih dikenal dengan sebutan
pemberhentian. Dalam Islam perkara pertama dan faktor yang mewajibkan
seorang pemimpin dimakzulkan dari kekuasaan untuk mengatur segala persoalan
kaum muslimin adalah murtad dan kafir setelah iman. Adapun rumusan masalah
pada penelitian ini yaitu, bagaimana pemakzulan kepala daerah menurut hukum
positif, bagaimana pemakzulan kepala daerah menurut figh siyasah, dan
bagaimana persamaan dan perbedaan pemakzulan kepala daerah menurut hukum
positif dan menurut figh siyasah.

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang
diperoleh dari Al-Qur’an, hadist, dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang
berhubungan dengan ‘“pemakzulan kepala daerah”. Penelitian ini bersifat
deskriptif analisis dan menggunakan sumber data hukum primer dan sumber data
hukum sekunder serta sumber data hukum tersier. Menggunakan metode
pengumpulan data meneliti sumber-sumber tertulis. Menggunakan.pengolahan
data yaitu, pemeriksaan data, penandaan data, dan rekontruksi data. kemudian,
dianalisis menggunakan metode komparasi.

Berdasarkan . penelitian, di Indonesia banyak kepala daerah yang
melakukan pelanggran seperti korupsi atau pemakzulan. Pemakzulan kepala
daerah dilakukan ketika.kepala daerah melanggar,sumpah atau janji jabatan,
melakukan perbuatan tercela, korupsi, kolusi, nepotisme dijelaskan secara lengkap
di dalam sumber-sumber hukum positf. Sedangkan dalam figh siyasah ulama
menjelaskan bahwa penyebab seorang pemimpin dimazulkan adalah murtad dari
Islam, memustuskan suatu perkara tidak menurut syariat Islam, berbuat fasik,
dzalim, dan memiliki keterbasan fisik dalam bertindak dan tidak cakap,
kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh maka pemimpin tersebut dapat
diberhentikan  dari  jabatannya. Ketika kepala negara menghendaki
pemakzulannya, maka kepala daerah dapat dimakzulkan. Dalam Al-Qur’an, dan
hadist prosedur mekanisme pemakzulan tidak dijelaskan secara rinci seperti di
dalam undang-undang. Secara garis besar hukum positif dan hukum Islam
memiliki kesinambungan dalam memandang pemakzulan kepala daerah. hukum
positif dan Figh Siyasah memiliki alasan yang sama dalam memakzulkan
seorang pemimpin.

Kata Kunci: Pemakzulan Kepala Daerah, Hukum Positif, Figh Siyasah
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kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Q.S. Al-Imran [3]: 26)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul yang dibahas skripsi ini adalah “Pemakzulan Kepala Daerah

Menurut Hukum Positif dan Figh siyasah” Sebelum melangkah pada

pembahasan yang lebih mendalam, supaya tidak terjadi kesalah-pahaman di

dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka akan diuraikan secara singkat kata

kunci yang terdapat didalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemakzulan dalam Islam dapat disinonimkan dengan al-khalla’ yang
berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu
Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya
saja diproses secara perlahan. Istilah al-khalla’ erat dengan kaitannya
dengan pelanggaran:

2. Kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan
kewajiban pimpinan- pemerintan“daerah atau pejabat yang memimpin
disuatu daerah tertentu dan bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya
pemerintahan daerah.? Kepala daerah jika untuk daerah provinsi disebut
gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, untuk daerah kota

disebut wali kota.?

!Ismail Yahya, Hubungan Rakyat dan Pengusaha Perspektif Sunnah (Jakarta: Gema Insan press,
1995), 191-193.

2Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI (Jakarta: Radar
Jaya Pratama, 1999), 50-51.

3pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
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3. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak
tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau
khusus ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara
Indonesia®, jadi hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu
dan wilayah tertentu disebut sebagai Hukum Positif.>

4. Figh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.’

Berdasarkan pemaparan pengertian beberapa kata dalam judul di atas
maka peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu
uraian mengenai Bagaimana Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam
memandang pemakzulan kepala daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Adanya ketentuan..yang secara jelassmengatur pemberhentian kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Menjadi salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali
perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Alasan pemberhentian
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah disebut secara limitatif dalam
konstitusi yaitu penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindakan

pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

*Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positi®, Hukum Online, 2017,
https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-fatwa--dan-hukum-positif-1t588a80629c445

5Sri Warjiyati, Memahami Dasar [lmu Hukum : Konsep Dasar Imu Hukum (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2018), 49.

®Muhammad Igbal, Figh siyasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.



kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, ketentuan tersebut diatur dalam
Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945."

Bentuk Negara yang dianut suatu negara menentukan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan dalam suatu Negara yakni secara
vertikal dan horizontal digambarkan oleh bentuk negara. Pembagian
kekuasaan secara vertikal adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Sedangkan pembagian kekuasaan horizontal membagi kekuasaan
menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.® Dalam sistem
pemerintanan Negara Republik Indonesia adanya pemerintah daerah
merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.®

Kepala daerah merupakan pemimpin di daerah baik pada tataran
pemerintah Kabupaten/Kota, atau.Provinsi. Sebagai pemimpin di daerah
sepatutnya dalam_setiap tindak tanduk dan.prilakunya dalam kehidupan
sehari-hari harus'menecerminkan bahwa. ia-seorang pemimpin di daerah yang
baik bagi masyarakat yang dipimpinnya.*

Di era Demokrasi sekarang ini banyak kepala daerah atau pejabat Negara
dimakzulkan dari jabatannya, dikarenakan kepala daerah tersebut terkena
kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan kepala daerah
yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang

"Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR R1, 2002), 42-43.

®pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, 23.

®Hanafi Nurcholis, Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasind, 2005),
100.

1 Budimansyah, "Pemakzulan Kepala Daerah yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67B
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Hukum Media Bhakti,VVolume
2 Nomor 1 (Mei 2018): 19, Https://Journal.Fhupb.Ac.1d/Index.Php/Jhmb/Article/View/19/19.



No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU ini menentukan subtansi
pemberhentian Kepala Daerah.'* Berangkat dari Undang-Undang No. 9
Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang
pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam
Pasal 78 sampai dengan pasal 89. *2

Figh Siyasah memahami bahwasanya pemimpin negara yang disebut
khalifah adalah seseorang yang harus ada. Fungsi khilafah sebagai kepala
negara jelas memimpin negara menuju arah yang lebih baik tanpa
mengesampingkan ajaran Islam dengan selalu berpedoman pada Al-Qur’an
dan hadist. Sebagai kepala negara dalam mengambil keputusan tidak lantas ia
putuskan secara personal. Pengambilan keputusan dilakukan dengan
menghadirkan ulama-ulama.dan wakil rakyat untuk mendapatkan keputusan
yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Pemakzulansdalam. Islam dapat disinenimkan dengan “al-khalla” yang
berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. lbnu
Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya
saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses
secara perlahan. Istilah “al-khalla” ini erat kaitannya dengan pelanggaran.
Jadi dapat disimpulkan bahwa “al-khalla” dapat disinonimkan dengan
pemecatan atau pemakzulan. Namun dalam ketatanegaraan Indonesia lebih

dikenal dengan sebutan pemberhentian.™

" Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah UU RI Nomor 9 Tahun 2015
“Ibid., 19-110.
yahya, Hubungan Rakyat dan Pengusaha Perspektif Sunnah, 191-193.



Dalam Islam perkara pertama dan faktor yang mewajibkan seorang
pemimpin dimakzulkan dari kekuaaan untuk mengatur segala persoalan kaum
muslimin adalah murtad dan kafir setelah iman. Ketika imam melakukan
kejahatan (dosa) besar yang menyebabkan kekafiran dan murtad dari Islam,
kejahatan seperti ini membuatnya terlepas dari kekuasaan mengatur persoalan

kaum muslimin.** Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 141:

&mbﬁiioiﬁ;iﬁﬁ 3 53 58 10 08 o8 3% 0535 sl
Do Heasadl o S /;i,tcspw;\\gu” ’;f,aju

(141:elecd) §y50)

-
..

“(vaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan
terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu
kemenangan _dari Allah mereka berkata: “Bukankah.kami (turut berperang)
beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan
(kemenangan)*mereka berkata: ‘‘Bukankah kami turut memenangkanmu, dan
membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi
keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan
memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang
yang beriman” (Q.S An-Nisa [3]: 141).

Jika orang-orang yang beriman betul-betul berjuang karena dorongan
ImanNya, tidaklah ada satu jalan terluang bagi orang kafir untuk menghambat
langkahnya dia akan berjalan terus, segala kesulitan akan selalu dapat di
atasinya. Orang kafir ataupun munafik akan berganti-ganti datang dengan
rencana barunya. Namun mu’min jalan terus, bila syahid seorang mu’min,

datanglah pula gantinya sepuluh lagi, dan seratus lagi. Akhirnya kebenaran

“Ad-Dumaji Abdullah, Imamah “Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam (Jakarta: Ummul
Qura’, 2016), 529.



jumlah yang menang. Dengan segala rintangan yang merintang, hambatan
menghambat, hanya menjadi tambahan bukti saja atas benarnya masalah yang
diperjuangkan oleh orang yang beriman itu.™

Dari tafsir ayat di atas ditegaskan bahwa, jika seseorang yang ingin
berjuang itu harus dengan niat yang tulus karena Allah dan tidak lupa untuk
berdoa supaya Allah memudahkan semua jalan dan menurunkan pertolongan
bagi hambanya yang beriman.

Menurut Al- Mawardi, khalifah yang memimpin suatu negara, tetapi cacat
dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak
dapat menjalankan progres bernegara, melakukan perbuatan munkar, serta
perbuatan tercela, maka kepala negara tersebut harus disingkirkan dan tidak
boleh lagi menduduki jabatan tersebut. Sedangkan, jika ia ‘menjadi tawanan
musth.maka rakyat memilih orang lain yang memiliki kekuatan™.

Kepala negara atau.khalifah, yang dalam proses bernegaranya tidak jujur,
berbuat fasik, berbuat tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental,
kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh, maka hal tersebut dapat
menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara atau
khalifah.'’

Fenomena pemakzulan kepala daerah di Indonesia sudah banyak terjadi
salah satu contohnya adalah pemberhentian Kepala Daerah Lampung Utara

Agung llmu Mangkunegara Pada Tanggal 9 Bulan Oktober 2020, Menteri

Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2018), 1479.

183 Suyuthi Pulungan, Figh siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),
262-263.

YUsman Jafar, Figh siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaran Islam
(Jakarta: Alauddin University Press, 2013), 77.



Dalam Negeri (MENDAGRI) Tito Karnavian resmi memberhentikan Agung
IImu Mangkunegara dari jabatannya sebagai Bupati Lampung Utara.
Pengumuman diberhentikannya Agung sebagai Bupati, disampaikan melalui
Rapat Paripurna DPRD setempat pada Hari Kamis Tanggal 10 bulan
September Tahun 2020. ‘®la diberhentikan dari jabatannya karena terbukti
melakukan tindak pidana korupsi yakni dengan menerima uang gratifikasi
lebih dari Rp1.300.000.000 selama lima tahun menjabat. Putusan sidang di
Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjung Karang pada Tanggal 2 Juli 2020
menyebutkan, Agung llmu Mangkunegara divonis bersalah. Agung dihukum
penjara selama 7 tahun serta membayar uang pengganti sebesar
Rp750.000.000 dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti pidana
kurungan selama 8 bulan.*®

Berdasarkan dari latar belakang di atas.-maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian-mengenai Pemakzulan'Kepala Daerah Menurut Hukum
Positif dan Figh siyasah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang pemakzulan kepala daerah menurut hukum

positif dan figh siyasah. Pembahasan utamanya tentang pemakzulan kepala

daerah menurut hukum positif dan figh siyasah.

%Jimi Irawan, “Agung Ilmu Mangku Negara Resmi Dipecat Jadi Bupati Lampung Utara,”
sindonews.com, 2020, https://daerah.sindonews.com/read/159924/174/agung-ilmu-mangkunegara-resmi-
dipecat-jadi-bupati-lampung-utara.

Plbid.



Sub fokus penelitian ini tentang persamaan dan perbedaan pemakzulan
kepala daerah menurut menurut hukum postif dan menurut figh siyasah yang
akan penulis teliti.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dan dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemakzulan kepala daerah menurut hukum positif?
2. Bagaimana pemakzulan kepala daerah menurut figh siyasah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemakzulan kepala daerah menurut
hukum postif dan menurut figh siyasah?
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan, masalah di atas, maka penelitian ini memiliki
tujuan.sebagai berikut:
1. Untuk mengetahuisbagaimana pemakzulan'menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemakzulan menurut figh Siyasah.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemakzulan kepala daerah
menurut hukum postif dan menurut figh siyasah.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah tujuan penelitian yang akan dilakukan dan
manfaat juga menjelaskan kegunaan penelitian yang akan dilakukan®.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat Baik dari

PHariansyah, Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan
dan Konstruk (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.



segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini
adalah:
1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Pembahasan terkait permasalahan-permasalahan sebagaimana yang
telah diuraikan di atas, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan di bidang Figh siyasah dalam konteks ketatanegaraan Islam
dan serta dapat dipakai sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
peneliti dan para pihak terkait:

a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi
penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum dengan I[lmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah® Universitas Islam
Negeri Radenintan Lampung.

b. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah
literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan
edukasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah reverensi para

pembaca.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan
dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang
digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dengan mencari,
membaca dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya
yang memuat teori-teori yang relevan, dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengambil refrensi dari buku-buku
yang membahas tentang pemakzulan kepala daerah.

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian
berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Safitri Angelina Simanjuntak, “Tinjauan Figh siyasah Terhadap
Pemakzulan  Presiden Abdurrahman Wahid MenurutUndang-Undang
Dasar 1945 Sesudah Amandemen” Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sunan AmpeltSurabaya, Tahun 2019%:Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Tinjauan Figh siyasah terhadap pemakzulan Presiden
Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan Presiden
Abdurrahman Wahid diawali oleh memorandum 1| yang kemudian
memorandum II, yang berakhir dengan dikeluarkannya maklumat/dekrit
Presiden pada Tanggal 22 Juli 2001 tentang pembekuan DPR dan MPR
serta pembubaran Partai Golkar. Tindakan itulah yang menyebabkan

Presiden Abdurahman Wahid dimakzulkan.

2L safitri Angelina Simanjuntak, "Tinjauan Figh siyasah Terhadap Pemakzulan Presiden
Abdurrahman Wahid Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen™ (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 61.
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2. Siti Herawati, “Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Figh
siyasah dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor
Rahmat Yasin” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun 2015. #Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana tinjauan Figh siyasah dan Hukum Positif terhadap pemakzulan
Bupati Bogor Rahmat Yasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala
Daerah Bupati Bogor bisa dimakzukan apabila telah melanggar ketentuan
yang sudah diatur oleh lembaga yang berwenang.

3. Adellia Laksita Putri, “Impeachment Bupati Jember Faida Perspektif
Hukum Positif Indonesia dan Magqgashid Syariah” Mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan
mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan Magashid Syariah
terhadap proses impeachment terhadap Bupati Jember..Hasil penelitian ini
adalah impeachment Bupati Jember Faida olen DPRD Kabupaten Jember
dalam prosesnya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018, namun dianggap tidak sah dan terjadi kekosongan hukum
arena DPRD Kabupaten Jember tidak melimpahkan berkas pemakulan
tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diputuskan.?

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelitian “Pemakzulan Kepala
Daerah Menurut Hukum Positif dan Figh siyasah berbeda karena

penelitian ini membahas mengenai persamaa dan perbedaan hukum positif

22 Siti Herawati, "Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Figh siyasah dan Hukum Positif,
Studi Kasus: Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2015), 44.

2 Adelia Laksita, "Impeachment Bupati Jember Faida Perspektif Hukum Positif Indonesia dan
Magasid Syaria" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 49.



12

dan figh siyasah dalam memandang pemakzulan kepala daerah dan belum
pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan

sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dapat
dilaksanakan®*. Metode penelitian merupakan kegiatan dalam bentuk
pengumpulan data, analisis dan memberikan interprestasi yang berkaitan
dengan tujuan penelitian®. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam
penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:
1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian
kepustakaan atau tlibrary: research yaitu suatu penelitian yang
dilakukan dengan membaca buku, literatur,dan menelaah dari
berbagai macam teori dan pendapatyang mempunyai hubungan
dengan permasalahan yang sedang diteliti®®, atau penelitian
menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan sebagai sumber
data.?” Teori-teori yang penulis ambil dalam hal ini adalah dengan
cara membaca dan mengambil dari buku yang berkaitan dengan
masalah Pemakzulan, Kepala Daerah, Hukum Tata Negara, Figh
siyasah, dan menetapkan menyimpulkan hasil penelitian dari macam

buku tersebut.

2sysiadi As, Metode Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

gy giyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.
%Rany Kautur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi (Bandung: Taruna Grafika, 2008), 38.
2'sytrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Oppect, 1990), 9.
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b. Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam
penelitian deskriptif analisis.® Penelitian bersifat deskriptif analisis
adalah, penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran
terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul
sehingga memperoleh kesimpulan®. Dalam hal ini, penelitian
ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek
penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Sumber data
yang digunakan peneliti.ada tiga macam, yaitu:

a.. Bahan hukum primer yaitu data yang digunakan berkaitan dengan
tema_gpenelitian. Sumber data primersyang digunakan adalah Al-
Quran dan hadist, maupun ijma’ para ulama serta berdasarkan
ketentuan hukum positif.

b. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data yang bertujuan
memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun data
sekunder yang penulis gunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik
dalam bentuk buku-buku figh siyasah, jurnal, dan pendapat yang

ditulis oleh tokoh lain yang berkaitan dengan judul tersebut.

%3orjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Rajawali
Press, 1985), 15.
Z\Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah (Bandung: Tarsito, 1990), 139.
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c. Bahan Hukum tersier adalah sumber data yang bertujuan
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti
media internet atau ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik
dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang
telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.®® Dalam penelitian ini
penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu:
buku-buku Hukum Tatanegara, buku-buku Figh siyasah, Artikel dan
tulisan lain yang dapat dijadikan refrensi dalam penelitian ini.
4. Metode Pengolahan Data
Secara umum pengolahan. data yang dilakukan setelah data
terkumpul adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan.data (editing) yaiturdengan cara memeriksa ulang
kesesuaian data dengan permasalahan yang akan diteliti tersebut.

b. Penandaan data (coding) adalah memberi catatan data yang
menyatakan jenis data dan sumber data baik itu sumber Al-Quran
dan hadis.

c. Rekonstruksi data adalah menyusun ulang secara teratur dan
berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan
permasalahan, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai tahap

akhir dari proses penelitian.

®gytrisno Hadi, Metodologi Riserch (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), 9.
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5. Analisis Data
Analisa data adalah proses mengatur urusan data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan-satuan
dasar.** Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan,
dalam menganalisis data penulis menggunakan metode penelitian
komparasi yaitu analisa yang dilaksanakan dengan membandingkan
antara data yang satu dengan data yang lain, antara variabel yang satu
dengan variable yang lain untuk mendapatkan suatu persamaan.®* Yang
dimaksud dengan metode penelitian komparasi dalam skripsi ini penulis
mengbandingkan antara hukum positif dan figh siyasah  dalam
pemakzulan kepala daerah .untuk mengetahui apa perbedaan dan
persamaan kedua hukum tersebut.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses
penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

Bab | ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah,
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab II, berisikan tentang landasan teori, yakni konsep kepemimpinan

dalam figh siyasah yang meliputi pengertian figh siyasah, ruang lingkup

$As, Metode Penelitian,115.
®2gytrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 6.
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dari figh siyasah, dasar hukum figh siyasah, kepemimpinan menurut figh
siyasah, kriteria dan karakteristik, hak dan kewajiban juga tujuan dan tugas
pemimpin dalam Islam, serta berisikan pembahasan mengenai tinjauan
tentang pemakzulan yakni tentang pengertian pemakzulan, pemakzulan
menurut hukum positif dan figh siyasah.

Bab 111 membahas perihal deskripsi dari objek penelitian, yakni
pemakzulan kepala daerah dalam hukum positif yang meliputi sejarah,
mekanisme dan ketentuan pemberhentian kepala daerah. Serta membahas
mengenai pemakzulan kepala daerah dalam figh siyasah.

Bab IV ini membahas tentang hasil dari analisa data tentang bagaimana
hukum positif dan figh siyasah memandang pemakzulan kepala daerah dan
persamaan dan perbedaan kedua  hukum tersebut “dalam = meninjau
pemakzulan kepala daerah.

Bab V penutupmeliputi simpulan dansrekomendasi.
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LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pemakzulan

1. Pengertian Pemakzulan

Menurut kamus Al- Munawir “makzul” merupakan isim maf’ul
tashrifan (derivasi) kata Jj= J3= yang memiliki banyak arti yaitu
memisahkan turun tahta, menyingkirkan, mengasingkan diri, pemisahan
dan pemecatan.®® “Makzul” dalam bahasa Inggris berarti  “isolate
(mengasingkan), setapart (terpisah), segregate (memisahkan), seclude
(menyendiri), dismiss (memecatkan), discharge (pemberhentian), recall
(penarikan), remove from office (memberhentikan atau memecat).*

Pemakzulan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti
penyingkiran, pengasingan, penyendirian, dan sejenisnya.® Pemakzulan
juga memiliki arti meletakkan jabatan atau turtin tahta raja.

Dalam kamusbahasa Indonesia, makzul yang sudah dibakukan,
mempunyai arti berhenti memegang jabatan, turun takhta. Memakzulkan

artinya:

a. Menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan;

b. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja;

3Achmad Warson Munnawir, Kamus Al-Munawir Versi Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), 297.

216.

975.

**Hamdan Zoelva, Pemakuzulan Presiden di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 29.
%).5 Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Kompas, 2009),

%K ementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Baru (Jakarta: Kompas, 2013),

17
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Pemakzulan artinya proses, cara, perbuatan memakzulkan. 3" Dengan
demikian “pemakzulan” dapat diartikan pemberhentian dari jabatan,
penurunan dari takhta atau jabatan.

Menurut istilah, pemakzulan adalah tindakan politik dengan hukuman
berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu
jabatan, bukan sebagai hukuman pidana atau pengenaan ganti kerugian
perdata. Dalam istilah akademik, pemakzulan adalah proses hukum
ketatanegaraan untuk memecat presiden atau pejabat lainnya dari
jabatannya.®®

2. Pemakzulan Menurut Hukum Positif

Adapun dasar Hukum pemakzulan kepala daerah sudah diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan_Daerah. Undang-Undang.ini memiliki tujuan untuk
memperbaruiwUndang-Undang Nemor »32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah.*®

Undang-Undang ini selain mengatur mengenai pemerintahan daerah,

mekanisme pemilihan, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai

¥ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), 299.

BHamdan Zoelva, Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut
UU 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10.

% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Hal ini diatur

pada Paragraf 5 pada Pasal 78-79.

Pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Pasal 78 ayat (1). Kepala

daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a.

b.

C.

Meninggal dunia;
Permintaan sendiri; atau
Diberhentikan.*

Lalu pada Pasal 78 ayat (2) menjelaskan secara rinci

diberhentikannya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala daerah

dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena:

a.

b.

Berakhir masa jabatannya;

Tidak dapat melaksanakan tugas . secara _berkelanjutan atau
berhalangantetap secara berturut-turut'selama 6 (enam) bulan;
Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil
kepala daerah;

Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf
I, dan huruf j;

Melakukan perbuatan tercela;

40 |bid.,49.
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g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk
dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang
menerbitkan dokumen; dan/atau

i. Mendapatkan sanksi pemberhentian.*!

Selanjutnya, pada Pasal 79 mengatur mengenai mekanisme
pemberhentian kepala dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf a dan
huruf b maka pemberhentiannya diumumkan oleh pimpinan DPRD
kepada Presiden melalui,Menteri untuk gubernur dan/atauwakil gubernur
serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk bupati dan/atau wakil bupati.atau wali kota dan/atau wakil wali
kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.*

Namun dalam pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil
gubernur atas usul menteri serta menteri memberhentikan bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4 |bid., 49.
2 bid.
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Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota
dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau
wakil wali kota.

3. Pemakzulan Menurut Figh Siyasah

a. Al-Quran

“ 2 e g £ _g~ o £ 4 . %o gF
2SS ;‘YT 313 T T sabols AT Ty bl 3502 T Gl

S =
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“Wahai orang-orang yang. beriman! Taatilah Allah dan Rasul
(Muhammad), dan-ulil amri (pemegang kekuasaan). Kemudian, jika
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada
Allah-(Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya),jika kamu beriman kepada
Allah, dan.hari kemudian, yang kemudian itu, lebih utama utama
(bagimu) dan‘lebihvbaik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Kata “minkum” (di antara kamu) setelah kata “u/il amri” pada
ayat 59 surat An-nisa tersebut, merupakan pernyataan yang tegas,
tentang adanya syari’at Islam bagi seorang waliyul amri, selama dia

masih menjadi waliyul amri, kalau dia telah menjadi kafir, maka dia

tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum muslimin).*®

3 Syarif ibn Mujar Zada Khamami, Figh Slyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta:
Erlangga, 2008), 173-174.
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Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan
Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau
muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang
yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-
Imran [3]: 26)
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau

yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang

melanggar-perjanjian itu kamu_perangi.sampai surut kembali pada

perintah Allah-“Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujurat
[49]:9).

Melalui ayat ini Allah memerintahkan apabila ada dua golongan
orang-orang mukmin berperang atau bertikai satu sama lain maka
damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat
ke jalan yang benar. Jika salah satu dari keduanya, yakni golongan
yang bermusuhan itu terus menerus berbuat zalim terhadap golongan

yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, yang

enggan menerima kebenaran, sehingga golongan itu kembali kepada
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perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah,
yakni menerima kebenaran maka damaikanlah antara keduanya
dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya.**

Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin menjadi imam yang
zalim, memberontak terhadap syariat Islam maka haruslah ia
dinasehati untuk kembali menjalankan perintah Allah. Namun jika ia
tetap menolak pada kebenaran meskipun ia adalah seorang mukmin
sekalipun ia adalah seorang pemimpin maka ia harus diperangi,
sehingga seorang pemimpin itu kembali kepada perintah Allah.

b. Al- Hadis
&\Jijgjjmgﬂu jﬁu&éjb&duu’df
it H,J,; LGl )\p Jekalaly &8l u.L,a
T Gl 2t Jags uem/ 5 rw bkt
(e Bl rfvyib” ety

'‘Auf bin Malik berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallalahu
‘alaihi wa sallam bersabda: "Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik
adalah pemimpin yang kalian sukai dan mereka menyukai kalian,
kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian dan
pemimpin-pemimpin kalian yang terburuk adalah mereka yang kau
benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan
mereka melaknat kalian.” (HR. Muslim, 1983:1481, Hadis No. 1855
Kitab al-Imarah, Jilid 111).*°

Hadis ini menyatakan kemestian menjadikan kecintaan dalam

persaudaraan sebagai dasar hubungan antara pemimpin dengan

4 Tokopedia Salam, "Al-Quran Online Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan Tafsir Ayat" Tokopedia, 2022,
https://www.tokopedia.com/s/quran/al-hujurat/ayat-9.
“% Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 8.
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pengikut jika ia dibenci oleh pengikutnya dan ia pun membenci
pengikutnya maka ia adalah pemimpin yang jelek.

Kekuasaan kepala negara itu merupakan mandat dari Allah yang
diberikan kepada hamba-Nya yang dipilih. Dengan kata lain, sumber
kekuasaan kepala negara itu berasal dari Tuhan bukan dari rakyat,
oleh karena itu rakyat tidak dapat memberhentikannya di tengah
jabatannya yang sedang berjalan dan belum habis. Bagi penganut
pendapat ini kepala negara baru berhenti dari jabatannya atau baru
bisa diganti dengan tokoh lain jika pemimpin tersebut meninggal
dunia. *®

Namun, Al- Mawardi berpendapat sebaliknya ia berpendapat,
kekuasaan dan kedaulatan kepala negara itu berasal dari rakyat
melalui kontak sosial bukan dari Tuhan.” Abd Al-Karim Zaidan satu
pendapat dengan Al- Mawardi. la.mengatakan, sumber kekuasaan itu
berasal dari rakyat dan bukan dari Tuhan. Jadi karena kekuasaan
berasal dari rakyat maka jika sewaktu-waktu, jika rakyat berkehendak
maka seorang kepala negara dapat diberhentikan di tengah jalan dan
dapat digantikan dengan tokoh lain disaat masa jabatannya belum
berakhir.*’

c. Pendapat Ulama
Pada Muktamar Ke-33 NU, awal Agustus 2015 di Kabupaten

Jombang, Jawa Timur. Ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya taat

6 Syarif ibn Mujar Zada Khamami, Figh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta:
Erlangga, 2008), 167.
7 Ibid.,68.



25

kepada pemimpin selama ia menjalankan amanatnya dan tidak boleh
memberhentikannya tanpa alasan yang dibenarkan. Didalam forum ini
mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang
menjadikan pemimpin dapat diberhentikan kecuali jika nyata
melanggar konstitusi. Jika telah terbukti dan ditetapkan secara hukum
melanggar konstitusi, maka pemimpin boleh dimakzulkan dengan
cara:

1) Direkomendasikan untuk mengundurkan diri;

2) Apabila tidak mau mengundurkan diri dan bertaubat, maka ia dapat
dimakzulkan dengan aturan konstitusional selama tidak
menimbulkan mudharat yang lebih besar;

3) Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum
melakukan hal-hal yang menyebabkannya dapat diberhentikan,
maka® proses. tahapan pemberhentiannya harus berjalan sesuai
dengan tahapanv konstitusi yéng ada.

Peserta forum Muktamar Ke-33 NU di Jombang mengutip antara
lain Kitab Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi :

[ T R e - B
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Jil, s

“keempat tidak boleh memakzulkan pemimpin tanpa sebab. Kalau
kelompok  masyarakat mencoba  memakzulkannya, = maka
kedudukannya sebagai pemimpin tetap sah, tidak termakzulkan.
Tetapi kalau pemimpin  mengundurkan diri, maka mesti
dipertimbangkan, apakah pemakzulan dirinya berkaitan dengan
ketidak mampuannya melaksanakan roda pemerintahan masyarakat
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sebab faktor lansia, sakit, atau selain keduanya, niscaya ia telah
termakzulkan,” (Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, juz VIII,
halaman 369-370). "

Dengan putusan ini, pemakzulan tidak boleh dilakukan tanpa
alasan konsitusional. Pemakzulan tidak boleh dilakukan atas dasar
suka atau tidak suka, atau dukungan politik, atau berdasarkan dugaan
tanpa pembuktian hukum.

4. Alasan Pemakzulan Kepala Daerah
Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:
c. Meninggal dunia
d. Permintaan sendiri
e. Diberhentikan
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan
karenashal=hal.berikut:
1) Berakhir masa jabatannya
Masa jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan dan
sesudanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk
satu kali masa jabatan.

2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan.

®nu.orid, "Hukum Pemakzulan Pemimpin,” nu.or.id, 2022, https://islam.nu.or.id/bahtsul-

masail/hukum-pemakzulan-pemimpin-dwZzZws.



27

3) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah/Wakil

4)

5)

Kepala Daerah, yaitu akan memenuhi kewajiban sebagai Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya, dan seadil-

adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta

berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, yaitu:

a)

b)

Membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi; keluarga, krooni, golongan tertentu atau
kelompok politiknya yang bertentangan:-dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Membuat kebijakan yang merugikan kepetingan umum dan
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendeskriminasi
warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri

sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
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d) Meneriman uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan,
serta melakukan:

(1) Korupsi
(2) Kolusi
(3) Nepotisme

e) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan, kecuali mewakili Daerahnya di dalam dan di luar
negeri pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f) Menyalahgunakan wewenang

g) Merangkap jabatan sebagai pejabat: negara lainnya
sebagaimana ditetapkan.dalam ketentuan peraturan perundag-
undangan.

6) Melakukan perbuatan tercela, antara lain:

a) Judi

b) Mabuk

c) Memai atau mengedarkan narkotika dan obat/bahan
berbahaya

d) Zina

7) Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang

untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
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8) Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah berdasarkan
pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
dan/atau

9) Mendapatkan sanksi pemberhentian.*®

B. Konsep Kepemimpinan dalam Figh siyasah
1. Pengertian Figh siyasah

Kata figh berasal dari kata fagaha-yafgahu-figham. Secara bahasa,
pengertian figh adalah “paham yang mendalam”. Secara etimologis
(bahasa) figh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari
maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap
maksud-maksud perkataan dan.perbuatan. Dengan kata lain istilah figh
menurut bahasa adalah pengertian atau. pemahaman dan pengertian
terhadap perkataan-dan perbuatan manusia:>

Secara terminologis (istilah), figh adalah “ilmu atau pemahaman

tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-
dalilnya yang rinci.®® Jadi secara istilah Figh adalah pengetahuan
mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah
yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Figh adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai

pada tingkatan zhan (perkiraan). Karena ditarik dari dalil-dalil yang

* Hufron, “Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden,”
DiH: Jurnal llmu Hukum 12, no. 23 (February 9, 2016): 6474, https://doi.org/10.30996/DIH.V12123.895.

% Ahmad Sukardja and Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, Dan Kanun)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 68.

%! Louis Ma’luf, Munjid Fi Al-Laughah Wa al-Alam (Beirut: Dar al- Masyriq, 1986), 362.
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dzanny. Bahwa hukum Figh itu adalah dzany sejalan pula dengan kata al-
muktasab (diusahakan) yang mengandung pengertian adanya campur
tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan
Sunnah Rasulullah.® Figh adalah disiplin ilmu untuk menemukan hukum
syariah yang belum jelas melalui penalaran ra’yu atau dengan
menggunakan metode ljtihad yang sangat memerlukan penelitian dan
perenungan.®® Oleh karenanya, dalam Figh terdapat kaidah yang sangat
populer, “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmimah wa al- amkinah”
yang mempunyai arti bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan
waktu dan tempat.

Paling sedikit ada empat buah Karakteristik spesifik Figh, keempat
buah karakteristik Figh'yang di maksud adalah sebagai berikut:
a...Kebenaran nisbi atau relative
b. Terbukaspeluang terjadinya perbedaan pendapat
c. Elastis dan dinamis
d. Tidak mengikat dan implementasinya sebagai mazhab negara perlu

intervensi pemerintah.>*

Figh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping
mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan
Tuhannya (ibadah), figh juga membicarakan aspek hubungan antara

sesama manusia secara luas. Aspek ini pun dapat dibagi lagi menjadi

52 Satria Effendi dan Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2015), 2-4.
% Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Kanun)

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72.

% |bid., 64.
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jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan),
murafa’at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam

al-dauliyah (hubungan internasional).

Kata siyasah berasal dari kata sasa, yasusu-siyasatan ( —Z»3ti— Lo

2.y yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan

memerintah.”® Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah to dominate
(menguasai), to govern (memerintah), to rule (memerintah), to lead
(memimpin), to guide (memandu), to admirer (mengurus, mengelola) dan
to regulate (mengatur).>® Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan
atas sesuatu yang bersifat politistuntuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa
siyasah adalah ™ “pengaturan perundangan, yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. °’ Di
samping itu, kata siyasah dapat pula diartikan sebagai politik dan
penetapan suatu bentuk kebijakan. Makna siyasah dalam arti memimpin
itu relevan dengan Hadis Rasulullah Saw yang bersumber dari Abu

Hurayrah yang berbunyi sebagai berikut:

o . . 4s oF Lo g s . F
ROIEHIES S QUGS M SR S E W S R
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%Sykardja and Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, Dan Kanun),93.
* Ibid., 94.
*" Ibid., 95.
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“Sesungguhnya Bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi mereka. Setiap
kali nabi yang wafat, maka posisinya segera digantikan oleh Nabi yang
lainnya. Sesungguhnya sepeninggalku tidak akan ada lagi Nabi (yang
diutus) di tengah-tengah kalian” (H.R. 1bnu Majah).>

Dalam kepustakaan politik banyak definisi siyasah yang telah
dikemukakan oleh yuris muslim. Definisi yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

a. Menurut Ibn Manzhur yang dimaksud dengan siyasah adalah:
Mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada
kemaslahatan.*

b. Menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan siyasah itu
adalah:

iR s Y e S 1

Undang-undang yang dibuat untuk memelihara Ketertiban dan
kemaslahatan serta untuk mengatur berbagaihal.”

C. Menurut ‘Abd“al- Rahman Taj, yang dimaksud dengan Siyasah itu

adalah:

’20 g5 - 4 { & @ /O/:"/
g Ll esaiss (3 88 V1 03 s B0 o &6 Sl g 2 S
S, WS S8 35 w3 15 Y o d D B Ll oA
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Hukum-hukum dan kebijakan—kebijakan yang mengatur berbagai
urusan umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan dan

dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan administratif, serta
hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.®*

- =z

%8 Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

% Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi Al-Hanafi, Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab Juz 1 (Beirut: Dar
al-Ma’rifah, 1997).

80 Al-Qarafi Anwar, Al-Burug Fi Anwa’ AlFurug Juz 6 (dalam Kitab Digital al-Maktabah, t.t.).

8 Abu Luis Ma’luf, Munjid Fi- Lughah Wa Al-Alam (beirut: Dar El Masyrig, 1986).
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Sedangkan menurut Husayn Fawzi al-Najjar, Siyasah Syariah
adalah:
5t Las g by o WYl e Lk T0 325 5 1 &n L2) 6
i Jod
Siyasah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan
rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin
terciptanya kebaikan bagi mereka.®
Jadi, berdasarkan analisis etimologi tersebut, siyasah syariah dapat
diartikan sebagai politcs based on sharia, politik yang didasarkan pada
syariat, atau politik yang bersifat syar’i, atau politik yang sejalan atau tidak
bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang
Islami dan berdasarkan seluruh pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa Figh siyasah' merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan ‘manusia dalam
bernegara demirmencapai kemaslahatan-bagismanusia itu sendiri.®®
Dalam perkembangannya Siyasah mengalami 5 (lima) macam
perluasan makna yakni pertama, di masa khalifah Umar bin Khattab dan di
masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di masa Bani Abbas, Siyasah
sudah bersinonim dengan kata statecraft, yang berarti cara menjalankan
pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah. Kedua di masa
Bani Umayyah dalam pemakaian yang tidak umum, yakni digunakan

dalam konotasi yang bersifat militeristik, yakni kecakapan soal ketentaraan

82 Mafatih al-Ghaib Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi
arRazi, Tafsir Ar-Razi Juz 2 (dalam Kitab Digital al-Maktabah asySyamilah, t.t.)

83 |gbal Muhammad, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada media
Group, 2016), 3-4.
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(siyasah al-jund). Ketiga, di masa kekuasaan Dinasti Bani Abbas, al-
Farabi mengartikan Siyasah sebagai filsafat politik dan keempat, pada
pertengahan abad ke-10, Siyasah diartikan sebagai hukuman fisik yang
bersifat keras yang semata-mata bersumber dari perintah sultan atau
bahkan otoritas-otoritas lain.

Hukuman jenis ini di masa Dinasti Turki Ustmani disebut dengan
istilah siyaten.®*

Makna yang kelima dari Siyasah muncul dari bahasa Arab modern,
yakni bahasa Arab pada akhir abad XIX dan awal abad X M dan
seterusnya hingga saat ini, Siyasah mendapatkan makna baru, yakni secara
khusus digunakan dalam pengertian politik, dana atau kebijakan, sebuah
makna yang kurang lebih, sama pengertiannya dengan ‘makna yang biasa
digunakan di Eropa. Setelah itu makna yang lebih tua dari kata Siyasah itu
menghilang.2

Para akademisi dibidang Figh siyasah secara umum sepakat bahwa
Figh Siyasah merupakan Figh yang mengkaji hal-hal berkaitan dengan
ketatanegaraan. Dalam kajian ini dipelajari antara lain masalah perundang-
undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan
hubungan pemerintah dengan negara lain.® Aspek yang dikaji dari Figh
siyasah adalah pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga

negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik

® Sukardja and Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Kanun),103-104.
%Bernard Lewis, Bahasa Politik Islam (Jakarta: Gramedia, 1994), 183.
®Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, 12.
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hubungan yang sifatnya intern suatu negara maupun hubungan ekstern

antar negara.

. Ruang Lingkup Figh siyasah
Dalam menentukan ruang lingkup Figh siyasah terjadi perbedaan

pendapat di dalamnya. Di antaranya ada yang membagi menjadi 3 (tiga)

ruang lingkup pembahasan ada yang membagi menjadi 4 (empat) atau 5

(lima) ruang lingkup pembahasan. Bahkan sebagian ulama ada yang

membaginya menjadi 8 (delapan) ruang lingkup pembahasan.

Muhammad Igbal menyatakan bahwa pembagian Figh siyasah bisa
diringkas menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

a. Siyasah Dusturiyyah, yang berkaitan dengan perundang-undangan
dimana bagian ini mencakup analisis tentang penetapan (tasyriyyah)
olen lembaga legislatif, peradilan . (gadhaiyyah) oleh Iembaga
yudikatif, dan-administrasi pemerintahan:(idariyyah) oleh eksekutif.

b. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khaarijiyyah, atau hubungan luar negeri.
Mengkaji tentang hubungan keperdataan antara warga negara Islam
dengan warga negara non-Islam yang berbeda kebangsaan (al-siyasah
al-duali  al-khas/hukum perdata internasional) dan hubungan
diplomatik antar negara Islam dengan negara non-Islam (ash-siyasah
al-duali al-amm/ hubungan Internasional). Hukum perdata
internasional mencakup permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan,
dan utang-piutang sedangkan hubungan internasional mengatur

kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Dalam konsep
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ini Muhammad Igbal memasukkan siyasah harbiyyah dalam koridor

ash-siyasah al-duali al-amm.

c. Siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang keuangan dan moneter
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak
publik, pajak dan perbankan.®’

Imam al-Mawardi berpendapat, ruang lingkup kajian Figh siyasah
mencakup :

a. Siyasah Dusturiyyah ( peraturan perundang-undangan).

b. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter).

c. Siyasah Qadha iiyah (peradilan).

d. Siyasah Harbiyyah (hukum perang).

ex.Siyasah Isariyyah (administrasi negara).®®

Teungku"Muhammad Hasbh Ash-Shiddiegy seorang yuris terkemuka

Indonesia membagi ruang lingkup Figh siyasah menjadi 8 (delapan)

bagian, yaitu:

a. Siyasah Dusturiyyah (pembuatan perundang-undangan).
b. Siyasah Tasriiyyah Syariyyah (politik hukum).

c. Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah (peradilan).

d. Siyasah Maliyah Syariyyah (ekonomi dan moneter).

e. Siyasah Idariyyah Syariyyah (administrasi negara).
*Ibid.,15-16.

%8pid.
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Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syariyyah (hubungan
Internasional).

Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah (pelaksana perundang-undangan).
Siyasah Harbiyyah Syariyyah (peperangan).®

Dari semua pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Figh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yang di

dalamnya terdapat sub pembahasan., yakni:

a.

Peraturan Perundang-Undangan (siyasah dusturiyyah) bagian ini
mengkaji tentang penetapan hukum (tasyriyyah) oleh lembaga
legislatif, peradilan (qadha’iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan
administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

Politik Luar Negeri (siyasah dauliyyah/siyasah karijiyyah Syar’iyyah)
bagian ini.meliputi hubungan keperdataan antara.warga negara yang
muslimgsdengan,warga negara nonsmuslim yang berbeda kebangsaan
(al-siyasah al-duali, al-khashs) atau disebut juga hukum perdata
internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan
negara non-Muslim (al-siyasah al-duali al-amm) atau disebut juga
dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional
menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang
piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara

lain.

% hid.
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c. Politik Keuangan dan Moneter (siyasah Maliyyah) ruang lingkup ini
membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan.

3. Dasar Hukum Figh Siyasah
Figh siyasah ialah bagian dari Figh. Figh siyasah merupakan sebuah
disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya.

a. Figh siyasah dalam Persfektif Al- Qur’an

Al- Qur’an adalah pedoman hidup utama umat Islam di segala
aspek kehidupan nya. Selain menjadi petunjuk bagi muslim untuk
mendapat kebaikan dan kebahagiaan di dunia juga di akhirat, di
dalamnya juga terkandung banyak sekali hukum yang Allah buat
untuk kebaikan umatNya. Mulai dari akhlak yang baik, hukum, sosial
budaya, tatanegara hingga masalah politik.

Kataspolitik. memang tidak .ada Seeara implisit di dalam Al-
Qur’an, namun terdapat banyak ayat yang mengupas hal-hal yang
terkait dengannya. Terutama yang terkait dengan Khalifah, Imamah,
wilayah dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya
keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kemashlahatan
sesuai dengan kehendak Allah Swt. Berikut adalah surah yang

berkaitan dengan ihwal Figh siyasah, di antaranya:"

™ |gbal, Figh siyasah,15.

71 Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah dalam
Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” As-Siyasi : Journal of Constitutional
Law 2, no. 1 (June 5, 2022): 1-20. https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.VV211.11813.
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1) Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat,

sebagaimana tertuang dalam Al- Qur’an:
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“ Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua,
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah
kepada-Ku.” (Q.S Al-Mu’minun: [23]: 52)
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“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan
hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar.”(Q.S Al- Anfal [8]: 46)

2) Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil,

sebagaimana tertuang dalam:

P _ /“,t/g P = o P 4 £ .-
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”’(Q.S An-Nisa [4]: 58)

3) Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan Uli al-Amr

(pemegang kekuasaan):
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S An-Nisa [4]: 59)

4) Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam

masyarakat Islam dan perintah untuk berlaku adil:
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman
itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi
kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain,
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai
surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah
kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang berlaku adil.” (Q.S Al- Hujurat [49]: 9)

5) Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan

melakukan agresi dan invansi:
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“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi
kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas.” (Q.S Al- Bagarah [2]: 190)

6) Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan

dan keamanan:
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“Dan_siapkanlah untuk.menghadapi mereka kekuatan apa
saja yang kamu sanggupi dan-dari kuda-kuda yang ditambat untuk
berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan
musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang
kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya.” (Q.S
Al-Anfal [8]: 60)

b. Figh Siyasah Dalam Persfektif Hadist

1) Keharusan mengangkat pemimpin).”

-

510G (;L;/mmww
@dé;@uj‘pgsbﬂ

2
s

\&
n\
%
\
\
\
Qe
o
Y
Ccl_
3\
A

"2 Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 7.
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“Dari Abu Hurairoh ia berkata Rasulullah Saw bersabda,
Apabila ada orang yang melakukan perjalanan, maka hendak lah
salah satu dari mereka menjadi, pemimpin perjalanan.” (Hasan
Shahih) nafi’ berkata “kami berkata kepada abu salamah (wahai
Abu Salamah, engkaulah pemimpin (perjalanan) Hasan Shahih
Kam’i” (Hasan Shahih).”

2) Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinanya

//
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“Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah
Saw bersabda: “Setiap kalian adalahwpemimpin dan akan dimintai
pertanggung - jawaban atas ‘yang dipimpinnya. Amir (kepala
negara) adalah pemimpin manusia secara umum, akan dimintai
pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam
keluarganya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung
jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam
rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan
dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba
sahaya adalah pemimpin dalam urusan tuannya, dia akan dimintai
pertanggung jawaban atasnya, ketahuilah bahwa di setiap kalian
adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas
siapa yang dipimpinnya "’

7> A. Hasan, Tarjamah Bulughul-Maram (Bandung: Diponegoro, 2011).
" Bagi Abdul Fuad Muhammad, Al-Lu"lu ,Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan
Muslimin (Jakarta: Ummul Qura’, 2013), 834.
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4  Kepemimpinan Menurut Figh Siyasah

Kepemimpinan adalah sebuah keharusan supaya kehidupan sebuah
organisasi lebih terarah. Kepemimpinan yang Islami yang berdasarkan moral
punya harapan untuk dapat mengarahkan seorang pemimpin sehingga
melahirkan 4 (empat) kekuatan spiritual yang berupa iman, Islam, takwa dan
ihsan.”

Kepemimpinan berasal dari kata dasar yakni pimpin yang memiliki arti
bimbing atau tuntun.” Dari kata pimpin tersebut maka lahirlah kata kerja
memimpin, yang maknanya membimbing atau menuntun dan kata benda
pemimpin adalah orang-orang yang berfungsi memimpin, atau orang-orang
yang membimbing dan menuntun.

Pemimpin ialah seorang pribadi yang mempunyai kecakapan dan
kelebihan di satu bidang, sehingga dia bisa mempengaruhi-orang lain untuk
melakukan aktifitas.tertentu secara bersamassama untuk mencapai satu
ataupun beberapa tujuan.”’

Pemimpin sangat penting dalam Islam. Bahkan Allah Swt menaruh
kewajiban mematuhi pemimpin pada urutan ketiga setelah kewajiban
mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada
pemimpin dalam Islam bersifat relatif selama tidak bertentangan dengan

perintah Allah dan Rasul-Nya.”®

™ |skandar Syukur, Kriteria Pemimpin Teladan dalam Islam :Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat
Quran dan Hadits-Hadits Nabi SAW (Bandar Lampung: LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 15.

65, Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 5.

T Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 38.

® Muhammad, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, 239.
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Ada beberapa istilah pemimpin dalam Islam, yaitu khalifah, amir,
imamabh, ulil amri. Seorang pemimpin pada prinsipnya adalah orang yang
mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran sesuai dengan
perintah Allah dan rasul-Nya. Islam tidak hanya membahas masalah ibadah
mahdah dan muamalah yang bersifat terbatas, melainkan juga berbicara
tentang kepemimpinan politik, negara, dan hubungan antara pemimpin
dengan yang dipimpin. Bahwa seorang pemimpin harus bersih dan menepati
janji  (amanah), jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan
kekuasaannya harus berdasarkan kepentingan umum, karena itu adalah
ajaran inti sari dari Islam.

Kepemimpinan bukan suatu jabatan yang patut dibanggakan, tetapi
kepemimpinan adalah bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terhadap
prinsip-prinsip keimanan. Seseorang yang sudah dipilih.oleh rakyat sebagai
pemimpin harus menjaga komitmennya-untuk, menunaikan kewajiban di
masa kepemimpinannya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
bersama. Karena pemimpin, adalah sebuah amanah yang akan
dipertanggungjawabkan kepada siapa yang dipimpinnya dan akan
dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt."”

Seorang pemimpin atau khalifah mengemban tugas dan wewenang yang
sangat tidak mudah. Menurut bahasa, khalifah adalah pengganti, yaitu
pengganti pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Pengganti di sini bukan

berarti pengganti dalam hal kenabian dan kerasulan, namun dalam hal

™ gyarifuddin Jurdin, Pemikiran Politik Islam Indonesia :Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat
Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59.
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kepemimpinan pemerintahan untuk  mengurus, memelihara, dan
mengembangkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, sumber
otoritas dan kewenangan para khalifah sangat berbeda dengan sumber
otoritas Nabi Muhammad Saw.

Seorang khalifah harus melayani rakyat dan memiliki kekuasaan dalam
mengantisipasi dekadensi moral. Pemegang kekuasaan khilafah disebut
khalifah, sedangkan pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan
pemegang kekuasaan umarah disebut dengan amir.*

Konsep kepemimpinan dalam Islam merupakan kewajiban yang memiliki
dasar yang sangat kuat dan kukuh. la dibangun tidak saja oleh nilai-nilai
transendental namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh
Nabi Muhammad, para sahabat dan al-Khulafaur rasyidin.

Kriteria dan Karakteristik Pemimpin Dalam Islam

Seorang pemimpin. dituntut supaya mampusmemenuhi suatu persyaratan
dalam melakukan suatu kegiatan di sebuah organisasi, baik itu organisasi
pemerintahan maupun swasta. Pemimpin alangkah baiknya mempunyai
pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi
baik, serta pengalaman yang luas.

Pemimpin harus memiliki perilaku yang baik yang dapat diterima oleh

pengikut dan lingkungannya. Pemimpin harus memiliki pengaruh untuk

® |nu Kencana Syafie, Ilmu Politik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 244.



46

mempengaruhi perilaku bawahannya supaya apa yang diperintahkan oleh

seorang pemimpin akan dilaksanakan oleh bawahannya.*

Kepemimpinan haruslah berdasarkan pada beberapa prinsip di bawah ini
yaitu:

a. Bahwasanya semua orang mempunyai potensi untuk berkembang.
Dengan demikian seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk
mengaktualisasikan potensi setiap orang yang mereka pimpin secara
maksimal terutama bagi kebaikan mereka dan sebuah organisasi.

b. Mempunyai prinsip solidaritas dan subsidiaritas, solidaritas adalah
solider atau senasib sepenanggungan dengan yang dipimpinnya.
Subsidiaritas artinya suatu prinsip yang pada saat ini sering disebut
dengan “swadaya” dalam arti keputusan yang menyangkut nasib dan
kehidupan suatu kelompok ataupun masyarakat tertentu harus diambil
olen mereka 'sendiri dan tidak diputuskan oleh pemmpin ataupun
kelompok lain.

c. Mengasihi dan menyayangi pada sesama seperti yang diajarkan oleh
seluruh agama. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap positif yakni
sikap peduli. Sebab bila pemimpin peduli pada yang dipimpin maka
mereka selalu mengusahakan untuk meringankan penderitaan yang
dialami oleh rakyatnya.

d. Prinsip untuk memenuhi janji-janji merupakan prinsip yang harus

dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Jika pemimpin memenuhi

8 Bernandie Wijaya, Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya (Yogyakarta: Pustakaan
Nasional, 2005), 8-9.
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prinsip ini maka kepemimpinannya akan menjadi berharga dan akan
dihargai oleh yang dipimpinnya.

Prinsip menempatkan hidup sebagai pelayanan bukan hanya fokus pada
karir semata. Pada saat ini kita melihat fenomena besarnya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan, terutama dari pemimpinnnya. Karena
menurut anggota masyarakat pelayanan merupakan sumber kebahagiaan.
Namun yang didapati sekarang justru banyak pemimpin yang minta
dilayani tanpa melakukan pelayanan.®

Prinsip menyangkut kemampuan untuk belajar berubah menjadi lebih
baik. Hal ini sangat diperlukan karena pada peraktiknya banyak sekali
keadaan yang berubah dan tidak statis. Oleh karena itu pemimpin dituntut
untuk mempunyai visi,-keberanian, dan rendah hati untuk terus belajar
dan bertumbuh.

Konsep _kepemimpinan dengan prinsipyw.yang ada di atas jelas

menempatkan manusia sebagai titik sentral dari keputusan yang diambil

seorang pemimpin. Dalam perjalanan bangsa ini, kita telah melihat

bagaimana keputusan pemimpin yang tidak mengutamakan kebaikan bagi

rakyat dan menyebabkan rakyat menderita. Penderitaan itu semakin

bertambah karena kurangnya cinta kasih, solidaritas, keperdulian, dan

pelayanan para pemipin.®

Maka seorang pemimpin haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

82 [
Ibid.,15.
8 Sondang P Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 76.
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a. Memiliki pengetahuan yang luas, seorang pemimpin dituntut harus
mempunyai kemampuan untuk melihat dan memperlakukan seluruh
satuan kerja dalam organisasi dengan persepsi dan pendekatan holistik
(pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala, dengan memandang
masalah atau gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh).

b. Memiliki kompetensi dan potensi sesuai zamannya, yaitu kompetensi
yang sangat berguna untuk diterapkan pada zamannya, dan kompetensi
tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakarnya. Contohnya, pada saat
situasi ekonomi sedang mengalami hal yang tidak diharapkan seperti
fluktuasi dan inflasi, maka seorang pemimpin perusahaan masih mampu
mempertahankan perusahaan dengan segala karyawan yang dimiliki.

¢. Memahami setiap permasalahan lebih mendalam dibanding dengan orang
lain juga mampu memberikan keputusan terhadap masalah yang dihadapi
tersebut.

d. Pandai menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan
potensi yang dimilikinya. Artinya seorang pemimpin adalah orang yang
bisa melihat kemampuan yang dimiliki seseorang dan menempatkan
kemampuan tersebut sesuai dengan tempatnya.*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pemimpin dalam

Islam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan juga

di akhirat maka kaidah hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang

pantas atau layak menjadi pemimpin setidaknya memiliki beberapa kriteria :

8 Irham Fahmi, Menejemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya (Bandung: Alfabeta, 2012), 18-
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a. Kemampuan intelektual dan spiritual yang unggul;
b. Akhlak dan moralitas yang tinggi;
c. Kemampuan melayani umat secara adil;
d. Amanabh, jujur dan siddiq.
Adapun ciri-ciri pemimpin dalam Islam adalah sebagai berikut:
a. Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Swtﬁerfirman:

2 ST AT H OB I35 o 1,200 el 6
Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Q.S Al ‘Imran
[3]:32)

b. Beriman dan Beramal Saleh, Allah SWT berfirman:
2 A A Ll S AT ol 2

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. ’(Q.S Al-Bayyinah [98]:7)

c. Mempunyai limu Pengetahuan yang Luas
Salah satu~ kekuatan mendasar seorang pemimpin adalah
pengetahuan yang luas, karena tidak mungkin suatu kepemimpinan
dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuannya. Oleh
karena itu, pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas
dari yang dipimpinnya.
d. Berpegang Teguh Pada Al- Qur’an dan Al- Hadis
Salah satu kewajiban utama pemimpin adalah berpegang teguh
pada hukum Allah. Sehingga pemimpin dapat berada di jalan kebenaran
yang akan membawa kedamaian, ketentraman, sejahtera dunia dan

akhirat.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui.” (Q.S Al Anfal [8]: 27)

Memutuskan Perkara dengan Adil

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran. dan permusuhan. = Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu. dapat mengambil pelajaran.” (Q.S
An Nahl [16]: 90)

Mencintai Orang-Orang yang Dipimpinnya

Untuk menjadi’ seseorang “yang dicintai maka gunakanlah hati
dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan
pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Ketika menugaskan suatu
pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan
pada hatinya dengan menjelaskan apa tujuan akhir sesungguhnya yang

harus dicapai. Karena apa yang dimulai dari hati akan sampai ke hati

yang lainnya.



51

h. Berperilaku Lembut dan Tegas
Tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku lemah lembut dan bijak
adalah sikap yang terpuji dan harus dikedepankan di berbagai kondisi
dan situasi. Terutama dalam beramar ma’ruh nahi munkar.
i. Memiliki Sikap Tanggung Jawab
Saat seseorang menjadi pemimpin, maka sebenarnya ia
mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang
harus mampu mempertanggungjwabkannya, bukan hanya dihadapan
manusia tetapi juga dihadapan Allah Swit.
j. Sikap Mementingkan Kepentingan Umat Dibanding Urusan Pribadi
Pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya, karena itu
menjadi pemimpin atau, pejabat berarti mendapatkan ‘kewenangan yang
besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik
dari pemimpinsebelumnya. Maka sudah sewajarnya seorang pemimpin
mendahulukan kepentingan yang dipimpinnya dibanding urusan pribadi.
Semua kriteria ini telah diperlinatkan di dalam sejarah politik
Islam.Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw adalah kepemimpinan yang
dilandasi akhlak dan moral yang luhur dan sangat perduli pada masalah
keadilan dan kesejahteraan.®
6. Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Figh Siyasah
Pemimpin memiliki 2 (dua) hak dalam memimpin rakyatnya. Yaitu hak

untuk ditaati dan dibantu. Akan tetapi, jika kita melihat sejarah ternyata ada

8 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 6.
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hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul -

mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan

kedudukannya sebagai imam. %

Hak akan datang apabila kewajiban sudah terlaksana dengan baik. Bahwa
kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban
sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik sewaktu
hidup di dunia. Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban seorang
pemimpin:®’

a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan segala
sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama. Maka jika muncul ahli bid’ah
atau ahli syubhat yang merusak citra agama, maka seorang pemimpin
harus. mampu menerangkan kebenaran dan memberikan sanksi sesuai
dengan hukum yang berlaku kepadanya.  Dengan.begitu Islam akan
terbentengirdariupaya penyimpangan.dan umat akan terhindar dari upaya
penyesatan;

b. Mentafidzkan (memberlakukan) hukum-hukum di antara pihak yang
saling bersengketa dan berselisih, tujuannya adalah supaya keadilan
dapat ditegakkan secara merata sehingga tidak ada orang yang bertindak
semena-mena dan tidak ada orang yang merasa teraniaya;

c. Memelihara dan menjaga keamanan supaya rakyat bisa mencari
penghidupan dan berpergian dengan merasa aman dari gangguan yang

mengancam keselamatan jiwa dan harta;

% Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 60.
87 H
Ibid.,63.
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d. Menegakkan hukum-hukum Allah dengan tegas supaya segala hal yang
dilarang oleh Allah Swt tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak
hambanya supaya tidak diselewengkan dan diremehkan;

e. Menjaga wilayah perbatasan dengan kekuatan yang kokoh dan tangguh
sehingga musuh tidak mampu menemukan celah untuk masuk dan
menumpahkan darah orang Islam dan mu ahid (orang kafir yang darah
dan kehormatannya dilindungi oleh Islam)®;

f. Memerangi orang-orang Yyang menentang dan menyerang Islam,
Tujuannya adalah supaya hak Allah Swt, dapat ditegakkan dengan
memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain;

g. Memungut fai (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai,
tanpa peperangan) dan.memungut zakat tanpa disertai rasa takut dan
paksaan sesuai dengan ketentuan syara dan-nash atau.jtihad;

h. Menetapkan kadar-kadar gaji dan anggaran,wajib dari baitul mal untuk
orang-orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang sesuai
kadarnya tanpa berlebihan ataupun kekurangan;

i. Menggunakan orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam
menyelesaikan tugas serta menyerahkan pengelolaan keuangan negara
pada mereka supaya tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik;

J.  Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya dalam membina umat dan berusaha
untuk terjun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan

menangani keadaan umat. Hal ini tidak boleh diwakilkan dengan orang

® Jmam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi
Press, 2014), 33.
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lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi,
sesungguhnya ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasehat
negara.®

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang
bersih  (Good Governance). Di Indonesia, istilah ini secara umum
diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya,
Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek
fundamental dalam perwujudan good governance.*

Maka dapat ditarik kesimpulan, kewajiban seorang pemimpin adalah
menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia,
seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan
benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak, dan hak beragama.

Tujuan dan Tugas Pemimpin Dalam Islam
Seorang pemimpin.sudah pasti memiliki tujuan dan tugas, tugas seorang
pemimpin yaitu igamatudin (menegakkan agama), dan menata dunia dengan
agama.
a. lgamatudin (menegakkan agama)
Tujuan yang pertama seorang pemimpin adalah menegakkan agama,
artinya, menjadikan agama sebagai Syiar nyata sebagaimana yang

diperintahkan Allah Swt. Seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan,

89(p;
Ibid.
% Rudi Santoso, Fathul Mu’in, dan Arif Fikri, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam

Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Volume 1 Nomor 1 ( Mei
2021): 100-117, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960.
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menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menyeru orang

melaksanakan ketaatan kepada Allah.
b. Menata dunia dengan agama

Menata dunia dengan agama adalah mengatur semua persoalan

kehidupan dengan hukum yang ditentukan Allah, yakni menata dan

mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip, dan hukum-
hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash
yang ada sesuai kaidah ijtihad yang tepat.®*

Dalam aspek kehidupan, tugas menegakkan agama merupakan aspek
yang bersifat permanen berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri.
Aspek ini secara mutlak tidak akan berubah meskipun situasi dan kondisi
mengalami perubahan. Untuk aspek jenis ini syariat menyebutkan hukum-
hukum rinci, detail, dan jelas, seperti hukum keluarga, syiar-syiar agama,
dan sebagainya.

Tugas yang kedua, merupakan aspek yang bersifat permanen namun
bentuk dan cara menjalankannya mengalami perubahan seiring perubahan
waktu dan tempat. Untuk aspek jenis ini, syariat menyebutkan hukun-
hukum menyeluruh dan kaidah-kaidah umum yang menjaga bagian
permanennya. Sementara bagian-bagian yang memiliki kaitan dengan
perubahan maka ranah ini diserahkan kepada mujtahid yang memiliki
perangkat ijtihad untuk menjelaskan bagian-bagian detail yang relevan

dengan zaman. Misalnya sistem perekonomian negara, kurikulum

%t Abdullah, Imamah “Uzhma Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, 40.
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pendidikan, manajemen birokrasi, peraturan lalu lintas, undang-undang lalu
lintas dan sebagainya. Terkait sistem ini syariat sudah membuatkan kaidah-
kaidah umum dan menyeluruh bersifat permanen yang tidak dapat berubah,
yang harus dijaga dan diterapkan sesuai penjelasan syariat saat merancang

sistem apapun pada waktu atau tempat tertentu.*?

22|pid.,41.
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